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ABSTRAK

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak orang
pribadi ataupun badan kepada negara atas penghasilan yang diperoleh selama masa
tahun pajak, salah satu yang termasuk pajak penghasilan adalah pajak penghasilan
pasal 25. PPh Pasal 25 merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak
badan ataupun orang pribadi setiap bulan untuk mengurangi pajak yang terutang

pada akhir tahun.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 25 untuk
pelaporan SPT Orang Pribadi Tahun 2021 pada kantor konsultan Richidam Group.
Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan langsung dan juga metode
kepustakaan. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh langsung

dari kantor konsultan Richidam Group yang berada di Yogyakarta.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa wajib pajak orang pribadi
telah melakukan perhitungan PPh pasal 25 dengan baik, namun ada kesalahan
pembayaran nominal yang berbeda dengan yang telah di tentukan dan terdapat
kesalahan dalam menentukan besaran penghasilan tidak kena pajak pada tahun

2020.
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BAB |

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di asia. Indonesia terus
melakukan upaya untuk pembangunan nasional dengan tujuan mewujudkan
kehidupan yang sesuai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
guna memiliki tata kehidupan bangsa dan negara yang adil, sejahtera, aman,
tentram dan tertib. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang
berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat
baik secara material ataupun spiritual. Guna mewujudkan tujuan tersebut,
pembangunan nasional yang dilakukan harus dilaksanakan secara merata di seluruh

penjuru tanah air (Harahap, 2017).

Indonesia memiliki beberapa sumber penerimaan, seperti penerimaan dalam
negeri dan penerimaan luar negeri. Penerimaan dalam negeri terdiri dari migas dan
non migas, sedangkan penerimaan luar negeri seperti bantuan atau pinjaman luar
negeri. Potensi pajak yang selalu menjadi sumber pembiayaan negara
membutuhkan kerja keras untuk menggerakkan ekonomi termasuk investasi. Pada
tahun 2021, penerimaan yang berasal dari pajak mencapai Rp 1.277,5 triliun,
sedangkan penerimaan yang berasal dari pabean dan cukai sebesar Rp 269 triliun,
dan yang terakhir pendapatan melalui sektor PNBP (Pendapatan Negara Bukan

Pajak) sebesar Rp 452 triliun (Faqir, 2022).



Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak,
seperti ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak merupakan
upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para wajib pajak yang
memenuhi syarat pajak namun masih belum memiliki NPWP. Sedangkan
intensifikasi pajak merupakan upaya lanjutan dari ekstensifikasi pajak yaitu
memaksimalkan penerimaan pajak dari objek dan subjek pajak yang telah terdaftar
sebagai wajib pajak yang memiliki NPWP serta pengenaan pajak yang adil, merata,

dan sesuai dengan ketentuan hukum dalam pemungutan pajak (Hag, 2013).

Reformasi perpajakan yang terjadi pada tahun 1983, terjadi perubahan pada
sistem pemungutan yang awalnya menganut sistem official assessment berubah
menjadi sistem self-assessment. Pada sistem self-assessment, pemerintah memberi
kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung pajak, serta
melaporkan hasil perhitungannya. Perubahan sistem ini diharapkan dapat

meningkatkan pembayaran pajak setiap tahunnya (Azis, 2018).

Pembayaran pajak kepada negara merupakan cerminan sebagai warga negara
dan wajib pajak yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang dipungut oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pajak
yang dipungut berfungsi untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial
maupun ekonomi. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah
pajak penghasilan. Sejak 1 Januari 1984, Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang
pajak penghasilan berlaku. Undang-Undang tersebut sudah berkali-kali mengalami
perubahan, hingga menjadi Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yang mengatur

tentang cara menghitung dan melunasi pajak penghasilan (Mujianto, 2013).



Pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi
ataupun badan kepada negara atas penghasilan yang diperoleh selama masa tahun
pajak. Pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya pajak
penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 merupakan pajak yang mengatur
tentang jumlah angsuran bulanan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada tahun

berjalan (Akay, et al., 2021).

Perhitungan pajak penghasilan pasal 25 dilaksanakan setahun sekali yang
dituangkan kedalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Karena bersifat
tahunan, maka penghitungan pajak akan diperoleh setelah adanya data—data
penghasilan selama satu tahun tersebut. Untuk perusahaan, penghasilan tersebut
hanya dapat dibuat setelah adanya laporan keuangan yang dilaporkan dalam tutup
buku tahunan perusahaan Mamabhit, et al. (2020). Beberapa subjek pajak yang dapat
melakukan perhitungan atau pembayaran PPh pasal 25 adalah wajib pajak orang
pribadi yang melakukan usaha penjualan dengan satu atau lebih tempat usaha, wajib
pajak orang pribadi pekerja bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter,
konsultan, notaris, dan wajib pajak badan ang melakukan kegiatan usaha, seperti

pedagang atau penyedia jasa (Sundah, et al., 2020).

Richidam group merupakan salah satu kantor jasa konsultan yang berada di kota
Yogyakarta. Memiliki beberapa layanan jasa yang tersedia, salah satunya jasa di
bidang pajak. Salah satu klien yang menggunakan jasa pada bidang pajak adalah
seorang dokter spesialis yang melakukan praktik di beberapa rumah sakit dan

menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi. Sebagai wajib pajak yang harus



melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), tujuan penggunaan jasa

konsultan untuk melakukan perhitungan pajak serta pelaporan SPT Orang Pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Penulis tertarik untuk
membuat laporan tugas akhir yang berjudul “Penerapan Perhitungan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 25 Untuk Pelaporan SPT Orang Pribadi Melalui Jasa

Kantor Konsultan Damirich Group”.

1.2 Rumusan Masalah
a. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 25?
b. Bagaimana penyetoran pajak penghasilan pasal 25?
c. Bagaimana urutan dalam pelaporan SPT untuk orang pribadi?
d.
1.3 Tujuan Penulisan
a. Mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 25.
b. Memahami penyetoran pajak penghasilan pasal 25.

¢. Mengetahui pelaporan untuk SPT orang pribadi.

1.4  Manfaat Penulisan
a. Mampu melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 25.
b. Dapat memahami bagaimana penyetoran pajak penghasilan pasal
25.

¢. Mampu mengetahui urutan pelaporan untuk SPT orang pribadi.



1.5  Bidang Magang

Bidang pada saat melakukan magang antara lain :

a.  Bidang akuntansi, pada bidang ini memiliki tugas untuk menyusun dan
membuat laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan SAK yang
berlaku di Indonesia, memberi tahu bagaimana cara penggunaan aplikasi
akuntansi pada klien, dan melakukan kegiatan stock opname.

b. Bidang perpajakan, pada bidang perpajakan memiliki tugas untuk
melakukan perhitungan pajak serta pelaporan pajak. Selain itu, melakukan
pelaporan SPT Tahunan untuk badan dan orang pribadi.

c.  Bidang audit, pada bagian audit melakukan kegiatan untuk prosedur awal

audit internal pada laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan.

1.6 Lokasi Magang

Adapun rincian lokasi tempat pelaksanaan magang sebagai berikut :

Nama Perusahaan : Richidam Group
Alamat . Kec. Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah

Istimewa Yogyakarta.

Kode Pos : 55555,

Nomor Telepon : (0878) 13224701.

Email . richidamgroup@gmail.com
Website . https://beacons.ai/richidam.id
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Definisi Pajak
Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari
warga negara, orang pribadi atau badan. Pendapatan pajak digunakan
untuk beberapa kegiatan negara dengan tujuan mensejahterakan seluruh
warga negara. Menurut Mardiasmo (2019) pajak merupakan kewajiban
individu terhadap kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat
dipaksakan dan tidak mendapatkan timbal balik langsung yang
digunakan untuk membayar kepentingan umum. Kesimpulan yang
dapat diambil dari definisi, bahwa pajak memiliki beberapa komponen
seperti :
1. luran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. luran tersebut bukan
berupa barang tetapi berupa uang tunai.
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau oleh kekuatan hukum dan prinsip-
prinsip pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal dari negara yang dapat ditunjuk secara langsung .
Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya timbal balik

secara langsung oleh pemerintah.



4. Berfungsi untuk membiayai rumah tangga negara, Yyakni
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Menurut Resmi (2019) pajak merupakan komitmen untuk

menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara yang
disebabkan oleh kondisi, kesempatan, dan perbuatan yang memberikan
posisi tertentu. Bukan sebagai hukuman, sesuai dengan pedoman yang
telah ditetapkan dan dapat dipaksakan, namun tidak ada timbal balik
secara langsung untuk kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan dari semua penjelasan pajak yang ada di atas,
pengertian pajak menurut penulis adalah iuran atau kontribusi kepada
kas negara yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi ataupun
badan yang dibayarkan kepada negara berdasarkan undang-undang
yang berlaku, dapat bersifat memaksa serta tidak dapat merasakan
timbal balik secara langsung, dan digunakan sebagai biaya
pengeluaran-pengeluaran untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

luas.

2.1.2 Pembagian Hukum Pajak
Menurut Resmi (2019) pembagian hukum pajak di Indonesia dibagi
menjadi dua, sebagai berikut :
a. Hukum Pajak Materiil.
Hukum pajak materiil adalah kumpulan norma yang mengatur objek

kena pajak, subjek kena pajak, jumlah tarif pajak yang dikenakan,
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dan mengatur hubungan secara hukum antara pemerintah dengan
wajib pajak. Hukum materiil berisi peraturan tentang kenaikan,
denda, sanksi atau hukuman, cara pembebasan, pengembalian pajak,
dan ketentuan yang memberikan hak atas tagihan utama kepada
petugas pajak. Contoh yang termasuk dalam hukum pajak materiil
antara lain, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-

Undang Pertambahan Nilai.

. Hukum Pajak Formil.

Hukum pajak formil adalah kumpulan dari peraturan-peraturan yang
mendukung hukum materiil menjadi kenyataan. Hukum formil
mengatur tentang penetapan pajak, kontrol yang dipraktikkan oleh
pemerintah atas pelaksanaannya, komitmen sebagai wajib pajak
yang layak ketika sebelum atau setelah menerima surat ketetapan
pajak, serta kewajiban sebagai pihak ketiga, dan bagaimana
prosedur pemungutan pajak. Hukum pajak formil seperti Undang-
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak,
Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dan

Undang-Undang Peradilan Pajak.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) pajak memiliki beberapa fungsi penting

yang terbagi menjadi empat fungsi pajak, antara lain :



a. Fungsi Anggaran (Budgetair).
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang
memiliki fungsi sebagai sumber untuk mendanai biaya yang
berbeda-beda, secara berkala maupun pembangunan. Sebagai salah
satu pendapatan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang
sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend).
Pajak memiliki fungsi sebagai alat dalam mengelola atau
melaksanakan strategi pemerintah di bidang sosial dan ekonomi,
serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c. Fungsi Stabilitas.
Pajak yang memiliki kemampuan stabilitas, negara dapat
mengendalikan tingkat inflasi dengan memanfaatkan cadangan yang
diperoleh dari pajak yang berhubungan dengan stabilitas harga.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan.
Pajak yang telah dipungut oleh negara, dana tersebut digunakan
untuk mendukung kepentingan publik. Seperti mendukung
pembangunan yang dapat membuat pekerjaan untuk masyarakat

luas yang berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat. .



2.1.4 Jenis Pajak
Menurut Resmi (2019) pajak di Indonesia dibagi menjadi beberapa
jenis berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut, antara lain :
1. Menurut golongan.
Pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua :
a. Pajak Langsung.
Pajak langsung adalah biaya pajak yang harus ditanggung
oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak
lain. Misalnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh) yang
dibayarkan atau ditanggung oleh pihak yang mendapatkan
gaji.
b. Pajak Tidak Langsung.
Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan
kepada orang lain atau pihak ketiga. Terjadi karena adanya
suatu kegiatan yang menyebabkan terutangnya pajak seperti
penyerahan barang atau jasa. Contohnya adalah Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi karena adanya
pertambahan nilai atas barang atau jasa. PPn dibayarkan oleh
pembuat atau pihak penjual, tetapi dapat dibebankan kepada

pembeli.
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2. Menurut sifat.

Pajak menurut sifat dikelompokkan menjadi dua :

a.

Pajak Subjektif.

Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya
berfokus pada kondisi pribadi wajib pajak atau
memperhatikan subjeknya. Contohnya seperti Pajak
Penghasilan (PPh). Pengenaan PPh untuk orang pribadi
memperhatikan keadaan wajib pajak seperti status
perkawinan, jumlah anak, dan tanggungan lain. Kondisi
tersebut mempengaruhi berapa besarnya penghasilan tidak

kena pajak.

b. Pajak Objekif.

Pajak objektif adalah pajak yang memperhatikan objeknya,
dalam benda, kondisi, perbuatan, dan peristiwa yang
mengakibatkan timbulnya pajak tambahan terlepas dari
kondisi  subjeknya. Contohnya antara lain, Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM), dan juga Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB).
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3. Menurut lembaga pemungut.
Pajak menurut lembaga pemungutan dikelompokkan menjadi dua :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat).
Pajak negara adalah biaya yang dikumpulkan pemerintah
pusat dan digunakan sebagai anggaran untuk mendukung
kegiatan negara secara keseluruhan. Contohnya seperti PPh,
PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah.
Pajak daerah merupakan pajak yang dikumpulkan
pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota
yang digunakan untuk kegiatan daerah masing-masing.
Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009. Contoh pajak daerah seperti Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak
Parkir, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak

Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, dan Lain-lain.

2.15 Asas Pemungutan Pajak
Menurut Resmi (2019) asas pemungutan pajak di Indonesia terbagi
menjadi tiga asas, antara lain :
a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal).
Asas domisili menyatakan bahwa negara memiliki opsi dalam

pengenaan pajak atas semua gaji warga atau wajib pajak yang
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2.16

tinggal di daerahnya. Wajib pajak yang berdomisili di wilayah
Indonesia dibebani atas semua gaji yang diperoleh di Indonesia dan
juga di luar Indonesia.

b. Asas Sumber.

Asas sumber menyatakan bahwa negara memiliki wewenang dalam
pengenaan pajak atas penghasilan di wilayahnya. Jadi setiap
individu yang mendapatkan gaji di Indonesia akan dibebani atas gaji
yang diperoleh terlepas dari asal-usul individunya.

C. Asas Kebangsaan.

Asas kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dikaitkan
dengan etnisitas suatu negara. Pajak akan dikenakan pada setiap
orang luar yang bukan dari etnis Indonesia, namun tinggal di daerah

Indonesia.

Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) agar pemungutan pajak berjalan lancar

tanpa adanya hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak
harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan).

Sesuai dengan tujuan dalam mencapai kesetaraan, sesuai hukum,
dan pelaksanaannya harus adil. Adil dalam regulasi seperti
pengenaan pajak secara umum dan tidak memihak serta sesuai

dengan kapasitas masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya,
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C.

dengan memberikan tempat bagi para wajib pajak untuk
memberikan keluhan, menunda untuk pembayaran, dan meminta
atau mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat
Yuridis).

Pemungutan pajak di Indonesia dikendalikan dalam UUD 1945
Pasal 23 Ayat 2. Memberikan jaminan yang sah untuk menyatakan
kesetaraan, baik untuk negara maupun penduduknya.

Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).
Pemungutan tidak menghalangi kelancaran dalam produksi dan
perdagangan agar tidak menyebabkan penurunan ekonomi secara
lokal.

Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial).

Biaya untuk pemungutan pajaknya harus lebih rendah daripada hasil
pemungutannya.

Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.

Sistem yang sederhana memudahkan dalam pemungutan pajak serta
mampu mendesak setiap individu untuk memenuhi komitmen
pajaknya. Kondisi ini telah dipenuhi oleh peraturan perpajakan yang

baru.
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2.1.7

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi

menjadi beberapa sistem, antara lain :

a. Official Assessment System.

Sistem ini dalam memutuskan berapa banyak pajak yang terutang di
setiap tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku akan diberikan
wewenang sepenuhnya kepada aparatur pajak. Tercapai atau

tidaknya pelaksanaan bergantung pada perangkat tugas perpajakan.

b. Self Assessment System.

C.

Sistem ini menyetujui wajib pajak untuk memutuskan sendiri berapa
banyak pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan pedoman dan
peraturan yang sesuai. Pada sistem ini, wajib pajak dipandang
mampu untuk menghitung, mencari tahu peraturan pajak yang
berlaku, memiliki sifat jujur yang tinggi, dan memahami pentingnya
membayar pajak. Peran penting dari tercapai atau tidaknya
pelaksanaan sistem ini adalah milik wajib pajak.

With Holding System

Pada sistem ini wajib pajak dapat memberi wewenang kepada orang
luar atau pihak ketiga dalam memutuskan atau menentukan berapa
banyak pajak terutang yang ditentukan sesuai dengan peraturan dan
pedoman saat ini. Memilih pihak ketiga harus sesuai dengan
peraturan perpajakan, sesuai peraturan dalam memotong,

memungut, serta menyetor pajak, dan mampu mempertanggung
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jawabkan. Keberhasilan atau tidaknya pada sistem ini bergantung
pada pihak ketiga yang telah didelegasikan dan diberi kepercayaan

penuh oleh wajib pajak.

2.2  Pajak Penghasilan

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, pajak penghasilan
adalah biaya pengeluaran yang dipaksakan atas upah yang diperoleh dalam satu
tahun atau pungutan yang ditujukan kepada masyarakat yang menerima upah yang
diperoleh dalam masa satu tahun pajak untuk kepentingan negara. Sebagai
masyarakat yang hidup dalam berbangsa dan bernegara merupakan suatu komitmen
yang harus dilaksanakan sebagai subjek pajak. Subjek pajak penghasilan adalah
individu atau badan yang memperoleh gaji atau upah yang jumlahnya sudah
melebihi dari penghasilan tidak kena pajak. Arti lain, individu atau badan yang telah
memenuhi syarat karakteristik secara subjektif ataupun objektif sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikatakan sebagai wajib pajak.
Sebagai wajib pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan, maka bagi wajib
pajak diharapkan telah memiliki NPWP sebagai sarana dalam perpajakan, namun
dikecualikan untuk subjek pajak yang penghasilannya kurang dari penghasilan

tidak kena pajak.
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Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak terbagi
menjadi beberapa kelompok, antara lain :
a.Subjek pajak orang pribadi
b.Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan
yang berhak
c.Subjek pajak badan
d.Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu subjek pajak
dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
1. Subjek Pajak dalam negeri.
a. Seseorang yang tinggal di Indonesia, yang berada di Indonesia selama
lebih dari 183 hari dalam waktu satu tahun, atau yang berada di Indonesia
dalam satu tahun pajak, atau yang memiliki niat untuk tetap tinggal di
Indonesia.
b. Badan yang didirikan atau berdomisili di Indonesia.
c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak.
2. Subjek Pajak luar negeri.
a. Seorang individu yang tidak tinggal di Indonesia, yang tidak berada di
Indonesia selama kurang dari 183 hari dalam waktu satu tahun.
b. Badan yang tidak didirikan dan berdomisili di Indonesia, yang
mendapatkan atau memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui

kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia.
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Pengelompokkan  diatas, terdapat perbedaan dalam perlakuan
pemenuhan perpajakannya, antara lain :

a.  Wajib pajak dalam negeri jika penghasilan yang berasal baik dari
Indonesia maupun luar Indonesia akan dikenakan pajak. Bagi wajib
pajak luar negeri hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia yang
dikenakan pajak.

b. Pengenaaan pajak untuk wajib pajak dalam negeri atas dasar
penghasilan neto dan untuk wajib pajak luar negeri atas dasar
penghasilan bruto.

c.  Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) bersifat wajib bagi wajib pajak dalam
negeri dalam satu tahun pajak dan tidak wajib bagi wajib pajak luar
negeri karena pajak yang diberikan sudah bersifat final.

d. Bagi wajib pajak luar negeri yang memiliki badan usaha tetap di
Indonesia maka akan dikenakan pajak yang sama dengan wajib pajak
dalam negeri. Sesuai dengan peraturan PPh dan Undang-Undang
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Sedangkan objek pajak adalah setiap tambahan penghasilan yang digunakan untuk
konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama, dalam bentuk apapun, dan yang diterima atau diperoleh di Indonesia
maupun di luar Indonesia. Objek pajak antara lain :

1. Laba usaha.

2. Sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

3. Keuntungan karena pengalihan harta.

18



4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang sudah dibebankan

sebagai biaya.

5. Bunga.
6. Deviden.
7. Royalty.

8. Keuntungan dari selisih kurs mata uang asing.

9. Premi asuransi.

10. luran yang diterima dari anggota yang terdiri dari Wajib Pajak
yang menjalankan pekerjaan bebas.

11. Imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam undang-
undang.

12. Surplus bank Indonesia.

2.3 Jenis Pajak Penghasilan
Menurut Mardiasmo (2019) pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis,
antara lain :
1. Pajak Penghasilan Pasal 21
PPh pasal 21 adalah potongan pajak terkait penghasilan seperti gaji,
tunjangan, dan pembayaran yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau

kegiatan orang pribadi.
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. Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan kepada badan usaha yang
melakukan kegiatan ekspor dan impor baik usaha milik pemerintah atau
swasta.

. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh pasal 23 mengatur tentang pemotongan pajak atas modal, penyerahan
jasa, hadiah, royalti, dan lainnya selain yang telah dipotong oleh PPh pasal
21.

. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

PPh pasal 4 ayat 2 mengatur tentang penghasilan atas bunga, sewa, imbalan,
jasa konsultan, dan jasa konstruksi bagi wajib pajak badan atau pribadi.

. Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh pasal 25 merupakan pajak yang harus diangsur setiap bulan bagi wajib
pajak pribadi atau badan untuk mengurangi pajak yang terutang pada akhir
tahun.

. Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh pasal 26 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan wajib pajak
luar negeri orang pribadi ataupun badan selain badan usaha tetap yang
sumber penghasilannya berasal dari Indonesia.

. Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh pasal 29 merupakan PPh kurang bayar pada SPT Tahunan dari hasil
pengurangan kredit PPh dan PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi

dan badan.
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2.4  Tarif Pajak Penghasilan
Pada UU Nomor 36 Tahun 2008 tarif yang dibebankan untuk wajib pajak badan
sebesar 25%, namun pada tahun 2020 diperbaharui menjadi PP Nomor 30 Tahun

2020 tarif yang dibebankan berkurang menjadi 22% selama 2020 dan 2021.

UU pajak penghasilan 31E ayat 2a juga memberikan fasilitas yang dapat
dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam negeri sebesar 50% dari tarif Pasal 17 ayat 1
huruf b dan ayat 2a yang ketentuan peredaran brutonya tidak melebihi atau sama
dengan 50 miliar dan penghasilan kena pajaknya sama atau kurang dari 4,8 miliar

rupiah.

Selain itu, ada perhitungan untuk menentukan besaran Penghasilan Kena Pajak
(PKP) orang pribadi menggunakan tarif sesuai dengan Pasal 17 UU PPh sebagai

berikut :

Tabel 2. 1 Tarif Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
sampai dengan 50 juta 5%
diatas 50 juta - 250 juta 15%

diatas 250 juta - 500 juta 25%
diatas 500 juta - 5 miliar 30%
diatas 5 miliar 35%

2.5  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak
PTKP merupakan batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi orang pribadi,
PTKP menjadi pengurangan penghasilan neto wajib pajak dalam satu tahun untuk

menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pada Undang-Undang Nomor 36
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Tahun 2008, penentuan besarnya PTKP bagi wajib pajak orang pribadi sebagai

berikut :

Tabel 2. 2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status Kode Tarif
TKO Rp54.000.000
TK1 Rp58.500.000
Tidak Kawin
TK2 Rp63.000.000
TK3 Rp67.500.000
KO Rp58.500.000
_ K1 Rp63.000.000
Kawin
K2 Rp67.500.000
K3 Rp72.000.000
K/1/0 Rp112.500.000
Kawin dan penghasilan K/1/1 Rp117.000.000
istri digabung K/1/2 Rp121.500.000
K/1/3 Rp126.000.000

2.6 Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Waluyo (2017) Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak
atau setoran yang secara rutin dibayarkan oleh wajib pajak untuk setiap bulannya
selama masa satu tahun pajak. Total angsuran PPh pasal 25 yang telah dibayarkan
nantinya pada akhir tahun dapat dikreditkan untuk mengurangi jumlah pajak yang
terutang ketika melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Besaran angsuran PPh pasal 25 dapat berubah ketika ada beberapa surat ketetapan

yang diterbitkan, seperti surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat
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ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), dan yang terakhir ada surat
ketetapan pajak lebih bayar tambahan (SKPLBT). Pada prinsipnya, ketika
melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25 di tahun yang sedang berjalan,

jumlah berapa besarnya angsuran tergantung pada SPT di tahun sebelumnya.

2.7  Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25
Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, tata cara perhitungan untuk menentukan
jumlah besaran pajak penghasilan (PPh) pasal 25 secara umum dapat dirumuskan
sebagai berikut :
1. Perhitungan angsuran pajak penghasilan (PPh) pasal 25 ayat (1) bagi Wajib
Pajak orang pribadi.
PPh Menurut SPT tahunan PPh tahun
XX
lalu
Dikurangi dengan Kredit pajak
PPh pasal 21 XX
PPh pasal 22 XX
PPh pasal 23 XX
PPh pasal 24 XX
Jumlah kredit pajak XX (-)
Dasar perhitungan XX

Dibagi : Jumlah bulan dalam satu tahun 12

Angsuran PPh Pasal 25 XX
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2. Perhitungan angsuran pajak penghasilan (PPh) pasal 25 ayat (1) bagi Wajib

Pajak badan.
PPh Menurut SPT tahunan PPh tahun

lalu

Dikurangi dengan Kredit pajak :
PPh pasal 22

PPh pasal 23

PPh pasal 24

Jumlah kredit pajak

Dasar perhitungan
Dibagi : Jumlah bulan dalam satu tahun

Angsuran PPh Pasal 25

2.8 Penyetoran Pajak

XX
XX
XX
XX
XX
()
XX
12
XX

Beberapa mekanisme bagi para Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dalam

pelaporan atau pembayaran pajak, sebagai berikut :

1. Membayar pajak yang terutang sendiri.

a.  Pembayaran angsuran PPh pasal 25 setiap bulan.

Pembayaran PPh pasal 25 merupakan pembayaran angsuran pajak yang

dilakukan setiap bulan. Tujuan dari pembayaran angsuran ini untuk

meringankan beban pajak yang terutang selama satu tahun.
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b.  Pembayaran PPh pasal 29.
Pembayaran PPh pasal 29 ini dibayarkan ketika jumlah kredit pajak yang
telah dibayar lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pajak yang terutang
pada akhir tahun. Jadi pembayaran PPh pasal 29 ini wajib dibayarkan
sebagai pelunasan pajak yang terutang.

2. Dipotong atau dipungut oleh pihak lain.
Pada komponen ini, pemungutan dilakukan sesuai dengan peraturan
undang-undang perpajakan yang dipungut atau dipotong oleh pihak
pemberi kerja. Contohnya seperti bendahara pemerintah, subjek pajak
dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap. Berikut ini
merupakan contoh pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain
adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal
4 ayat 2, dan PPnBM.

Menurut Resmi (2019) pembayaran pajak dapat dilakukan melalui kantor
pelayanan pajak yang terdekat dari wajib pajak, setelah itu mengisi Surat Setoran
Pajak (SSP) atau melalui DJP Online yang merupakan sistem online yang
disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam
pembayaran pajak. Setelah melakukan pengisian SSP, wajib pajak dapat
melakukan pembayaran ke kas negara melalui kantor yang telah ditunjuk oleh
pemerintah, seperti kantor pos, bank milik negara atau daerah, dan juga dapat
dilakukan melalui ATM atau m-banking. Sesuai dengan peraturan perpajakan
pasal 9 ayat 2, sanksi akan dikenakan apabila sengaja atau lalai dalam melakukan

pembayaran dan penyetoran pajak. Sanksi yang dikenakan berupa sanksi
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administrasi sebesar Rp. 100.000 untuk orang pribadi dan sebesar Rp. 1.000.000
untuk badan. Selain itu disertakan juga bunga sebesar 2% setiap bulan dari tanggal

jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayarannya dilakukan.

2.9  Pelaporan Pajak
Menurut Mardiasmo (2019) Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) merupakan metode
pelaporan pajak yang penting bagi wajib pajak dalam merinci hal-hal yang
berkaitan dengan pemungutan pajak. Formulir dalam SPT berisi data berapa
banyak pajak yang terutang dan juga pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam
periode tertentu. Pengisian formulir SPT harus diisi secara akurat, lengkap, dan
jelas menggunakan Bahasa Indonesia serta menggunakan huruf latin dan angka
arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani, dan meneruskan ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat berbeda yang ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Pajak. Beberapa jenis Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) antara lain :

1. SPT Masa
SPT masa digunakan untuk melakukan pelaporan dari pembayaran pajak
yang terutang pada setiap bulan. SPT masa terdiri dari PPh Pasal 21, PPh
Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, Pasal 4 ayat (2), PPN, dan PPnBM.
Pelaporan SPT masa paling lambat 20 hari setelah selesainya masa pajak.
2. SPT Tahunan
SPT Tahunan terdiri laporan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi dan
badan, untuk orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari satu

pemberi kerja maka akan dikenakan PPh final yang batas pelaporannya 3
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bulan setelah berakhirnya masa pajak. Bagi badan untuk pelaporan PPh

tahunan batasnya 4 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Akan ada sanksi

administrasi ketika ada keterlambatan dalam pelaporan pajak sebagai

berikut :

a. SPT Masa PPN sebesar Rp 500.000

b. SPT Masa Lainnya sebesar Rp 100.000

C. SPT Tahunan Badan sebesar Rp 1.000.000

d. SPT Tahunan Orang Pribadi sebesar Rp 100.000

Berikut ini merupakan daftar batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak,

antara lain :

Tabel 2. 3 Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan

No | Jenis SPT Tahunan

Batas Pembayaran

Batas Pelaporan

1 PPh Orang Pribadi

tanggal 25 di bulan
ketiga setelah
berakhirnya tahun pajak

akhir bulan ketiga
setelah berakhirnya
tahun masa pajak

2 PPh Badan

tanggal 25 di bulan
keempat setelah
berakhirnya tahun pajak

akhir bulan keempat
setelah berakhirnya
tahun masa pajak

Sumber : (Resmi, 2019)
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Tabel 2. 4 Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa

No Jenis SPT Masa Batas Waktu Batas Waktu
Pembayaran Pelaporan
1 PPh Pasal 21/26 tangggl 10 bulan 20 hari setela}h akhir
berikutnya masa pajak
) PPh Pasal 23/26 tangggl 10 bulan 20 hari setelgh akhir
berikutnya masa pajak
3 PPh Pasal 25 tangggl 15 bulan 20 hari setela}h akhir
berikutnya masa pajak
PPh Pasal 22, PPN, . .
4 dan PPnBM oleh Bea 1 Z?”u;et![ah ! :gtl)ze;er?nh
Cukai pung P y
PPh Pasal 22 - pada hari yang sama tanggal 14 bulan
5 Bendaharawan saat penyerahan )
. berikutnya
Pemerintah barang
PPh Pasal 22 - sebelum Delivery paling lambat
6 . . tanggal 20 setelah
Pertamina Order dibayar . .
masa pajak berakhir
y PPh Pasal 22 - tanggal 10 bulan 20 hari setelah akhir
Pemungut Tertentu berikutnya masa pajak
3 PPh Pasal 4 ayat (2) tangggl 10 bulan 20 hari setelgh akhir
berikutnya masa pajak
PPN dan PPnBM - _akhlr bulan akhir masa pajak
9 berikutnya sebelum i
PPKP . berikutnya
penyampaian SPT
PPN dan PPnBM - tanggal 17 bulan 20 hari setelah akhir
10 . .
Bendaharawan berikutnya masa pajak
PPN dan PPNBM - tanggal 15 bulan 20 hari setelah akhir
11 Pemungut Non- berikutnya masa pajak
Bendaharawan y P

Sumber : (Resmi, 2019)

Bagi orang pribadi ataupun badan yang belum melunasi pajak terutang maka
pelunasan paling lambat pada batas akhir pelaporan surat pajak tahunan. Batas
tahun pajak jika sesuai dengan kalender, maka batas akhir untuk pembayaran dan

pelaporan orang pribadi pada bulan maret dan badan pada bulan april.
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BAB 111

Analisis Deskriptif

3.1 Data Umum

Data umum yang penulis peroleh dari Kantor Jasa Konsultan Damirich antara lain:

311

Gambaran Umum
Richidam Group merupakan kantor jasa konsultan bisnis yang memiliki
layanan profesional terintegrasi yang berfokus pada penyediaan
layanan profesional di bidang AFTAM (Accounting, Finance, Tax,
Auditing, Management) dan juga pada bidang Non-AFTAM seperti
Business Development, Sales Marketing, Human Resources, Legal

Service dan lain-lain.

Richidam mulai berdiri sejak tahun 2021 yang didirikan oleh Bapak
Dede Kusumaddipraja A.Ak., MBA., Akuntan., CMH., CH., CHT.
IBH., CHFrP., CPMM. IARFC., CPS., CBC. IPBC., CNLP., CLC,,
CFTax., CHRA., CFLS., CFR., Cert.SAP. Jabatan beliau di richidam
sebagai Chief Executive Officer (CEQ). Selain itu, beliau juga memiliki
pengalaman sebagai praktisi di dunia akuntansi, perpajakan, audit
kurang lebih selama 20 tahun dan juga pernah menjadi tenaga pengajar
di salah satu perguruan tinggi swasta. Para supervisor yang ada di
damirich memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan memiliki

keahlian di bidangnya masing-masing.

29



3.12

3.13

Visi dan Misi
Richidam Group memiliki visi, untuk menjadi Perusahaan Konsultan
Bisnis Profesional Terintegrasi yang paling berpengaruh sebagai mitra
bisnis klien di Indonesia.
Selain itu dalam mewujudkan visi richidam tersebut, membutuhkan
misi dengan menyediakan layanan profesional dan mengaktualisasi
nilai-nilai perusahaan yaitu dinamis, akurat, maksimal, berintegritas,

bertanggung jawab, berdampak, kompeten, dan memanusiakan.

Struktur Perusahaan
Organisasi merupakan salah satu fungsi dasar dari pengelolaan tujuan
yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi.. Struktur organisasi yang

ada dan berlaku di Richidam adalah sebagai berikut:

o
FCbked Exzomve Offcen)

o0 | 0N

el Optratiag Oicer) (8l Marketng Oificer
SENIOR | LA
EXPERT PARTNER CONSULTANT
OPERATING SUPMORT | DEVELOPMENT CREATIVE MANACER
MAXUGER MAXICER | MANAGTR SUNAGTR
SR
ASSOCIATE

Gambar 3. 1 Struktur organisasi richidam group
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Tugas pokok :
1. Chief Executive Officer
a. Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan
pekerjaan kantor jasa konsultan bisnis.
b. Memimpin pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan
pekerjaan kantor jasa konsultan bisnis.
2. Chief Operating Officer
a. Memimpin dalam mengatur target pertumbuhan harian pada
kantor jasa konsultan bisnis.
b. Sebagai pihak yang mengatur untuk sebuah target profit dengan
performa yang ideal pada kantor konsultan bisnis
3. Chief Marketing Officer
a. Memimpin dalam menentukan tujuan dan pencapaian
marketing pada kantor jasa konsultan bisnis.
b. Memimpin dalam menentukan cara mendapatkan strategi dan
budget pada kantor jasa konsultan bisnis.
c. Berkontribusi pada pertumbuhan kantor jasa konsultan bisnis.
4. Senior Expert Partner
a. Memimpin dan bertugas sebagai penghubung antara unit kerja
sama dengan kantor jasa konsultan bisnis.
b. Memimpin dan bertanggung jawab dalam kegiatan pelaksanaan

kerjasama dengan pihak lain.
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5. Senior Consultant

Membantu dalam pelaksanaan kinerja dalam sektor perpajakan
pada kantor jasa konsultan bisnis.
Membantu dalam pelaksanaan kinerja dalam sektor akuntansi
pada kantor jasa konsultan bisnis.
Membantu dalam pelaksanaan kinerja dalam sektor manajemen

pada kantor jasa konsultan bisnis.

6. Operating Manager

a.

Memimpin serta bertanggung jawab dalam memastikan

pengelolaan dan pengendalian proses operasional.

. Bertanggung jawab pada prosedur yang ada di kantor jasa

konsultan bisnis
Bertanggung jawab dalam wupaya meningkatkan Kinerja
organisasi dan juga mengelola potensi risiko menjadi

kemungkinan yang kecil akan terjadi.

7. Support Manager

a.

b.

Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan membantu sesuai
dengan yang diberikan oleh CEO.

Pihak yang memastikan pekerjaan sudah sesuai dengan
bidangnya masing-masing yang ada di kantor jasa konsultan

bisnis.
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8. Development Manager
a. Melakukan komunikasi dengan klien untuk membangun
hubungan yang baik serta mengatur jadwal pertemuan dengan
klien.
b. Merencanakan serta mengawasi pemasaran yang baru untuk
tercapainya tujuan yang diminta klien.
c. Meningkatkan personal branding damirich agar menjadi lebih
baik untuk klien dan calon klien.
9. Creative Manager
a. Bertanggung jawab atas konsep kreatif yang dibutuhkan kantor
jasa konsultan bisnis ataupun Klien.
b. Dapat menciptakan peluang bisnis baru yang dapat digunakan
oleh klien serta dapat menarik minat para calon klien.
10. Senior Associate
a. Membantu kebutuhan klien yang terkendala dalam pemahaman
pada bidang AFTAM dan Non-AFTAM.
b. Membantu serta dapat memahami apa yang sedang dibutuhkan

kantor jasa konsultan bisnis.

3.1.4 Lokasi dan Wilayah Kerja Damirich Group
Lokasi kantor richidam terletak di Kec. Seyegan, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55555. Walaupun richidam

berpusat di Yogyakarta, namun wilayah kerja richidam memiliki
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beberapa klien yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia seperti
Jakarta, Bandung, Bogor, Cilacap, selain itu juga ada beberapa yang
berada di luar pulau jawa seperti Bali dan Kalimantan. Tidak hanya
perusahaan yang berasal dari Indonesia, namun ada beberapa klien yang
berasal dari luar Indonesia. Richidam tidak hanya menawarkan jasa

untuk perusahaan atau badan, namun juga layanan untuk orang pribadi.

3.2  Data Khusus
3.2.1  Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25
Wajib pajak yang merupakan seorang dokter ahli di tiga rumah sakit, dokter
umum di satu rumah sakit, dan sebagai tenaga pengajar di salah satu
perguruan tinggi yang telah memiliki NPWP dengan status kawin dan
memiliki 1 anak. Wajib pajak yang merupakan wajib pajak dengan
pekerjaan bebas sebagai tenaga ahli maka dapat melakukan perhitungan dan
pembayaran PPh pasal 25. Wajib pajak rutin melakukan pembayaran PPh
pasal 25 setiap bulan pada periode pajak tahun 2020. Sesuai dengan UU No
36 tahun 2008 tentang tata cara perhitungan pajak penghasilan, maka untuk
menentukan besaran pajak yang harus dibayar pada periode pajak tahun

2021 sebagai berikut :
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Tabel 3. 1 Perhitungan PPh Pasal 25

Keterangan

Nominal

Jumlah Penghasilan Neto

1.833.109.874,60

Penghasilan Tidak Kena Pajak

112.500.000

Penghasilan Kena Pajak

1.720.609.874,60

Jumlah PPh Terutang

461.182.962,38

PPh yang Dipotong Pihak Lain 357.593.417,00
Pajak yang Harus Dibayar Sendiri 103.589.545,38
Kredit Pajak :

PPh Pasal 25 Bulanan 85.312.000,00
STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) 0

Fiskal Luar Negeri 0
Jumlah Kredit Pajak 85.312.000,00
PPh yang Kurang Bayar 18.277.545,38
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya 8.632.462,12
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Berdasarkan pelaporan tahun 2020, dari jumlah penghasilan neto yang
diperoleh selama satu tahun sebesar Rp 1.833.109.874,60. Penghasilan istri
wajib pajak yang digabung dan memiliki 1 tanggungan anak maka status
wajib pajak adalah K/1, maka besaran penghasilan tidak kena pajak sebesar
Rp 112.500.000. Pengurangan penghasilan neto dan PTKP hasilnya
menjadi jumlah penghasilan kena pajak Rp 1.720.609.874,60. Setelah
menemukan jumlah penghasilan kena pajak sebesar Rp 461.182.962,38.
Hasil tersebut dikurangi dengan PPh yang dipotong oleh pihak lain, seperti
PPh pasal 21 sebesar Rp 357.593.417,00. Selanjutnya akan menemukan
jumlah PPh yang harus dibayar sendiri sebesar Rp 103.589.545,38 yang
dikurangi dengan jumlah kredit pajak yang berasal dari jumlah angsuran
PPh pasal 25 yang telah dibayar setiap bulan selama satu tahun sebesar Rp
85.312.000,00. Hasil pengurangannya akan menjadi PPh yang harus
dibayarkan sebesar Rp 18.277.545,38.

Cara mengetahui angsuran PPh pasal 25 pada tahun berikutnya dengan
menggunakan PPh yang harus dibayar Rp 103.589.545,38 : 12 bulan =
Rp 8.632.462,12. Jumlah tersebut yang akan dibayar setiap bulan untuk

periode tahun 2021.

3.2.2  Penyetoran PPh Pasal 25

Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 ke Direktorat Jenderal Pajak

setiap bulannya dengan melakukan pembayaran melalui salah satu bank
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yang ditunjuk pemerintah yaitu bank mandiri. Berikut ini adalah waktu

pembayaran PPh pasal 25 pada tahun 2020.

Tabel 3. 2 Pembayaran PPh Pasal 25

Bulan Nilai Tanggal Setor Batas Setor
Maret-2021 Rp 8.632.000,00 15/04/2021 15/04/2021
April-2021 Rp 8.623.000,00 15/05/2021 15/05/2021

Mei-2021 Rp 8.623.000,00 15/06/2021 15/06/2021
Juni-2021 Rp 8.623.000,00 12/07/2021 15/07/2021
Juli-2021 Rp 8.623.000,00 15/08/2021 15/08/2021
Agustus-2021 Rp 8.623.000,00 13/09/2021 15/09/2021
September-2021 Rp 8.623.000,00 10/10/2021 15/10/2021
Oktober-2021 Rp 8.623.000,00 12/11/2021 15/11/2021
November-2021 Rp 8.623.000,00 12/12/2021 15/12/2021
Desember-2021 Rp 8.623.000,00 09/01/2021 15/01/2021

Berdasarkan tabel diatas, wajib pajak selalu melakukan pembayaran PPh
pasal 25 sebelum batas setor, namun nominal pembayaran berbeda dengan
PPh yang seharusnya dibayarkan. Apabila melakukan pembayaran
melewati batas setor, akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan dari

jumlah pajak yang harus dibayarkan.
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3.2.3  Pelaporan SPT Orang Pribadi

Pada pelaporan SPT orang pribadi, perlu mengisi beberapa formulir antara

lain :

1. Formulir 1770 Lampiran IV

BELAMSUTHYA

LAMPIRAM - IV

! SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIEADI § ‘ 2 | 0 2 ‘ -1 |

£1770-1vV 3

E ‘umﬁlmm:mMMYMul g [ '|-'|:_| 1] sa | '|-’| ’|h:|
mMETEmAR KEBARGAN R * DAFTAR SUSUNAN ANGOOTA KELUSRSA E ~ Pembukuan &

) v ]

DR TARDA X DALAK KETAK SESUA PILISAH

FERHATIAN  » sy i MEMSIS MACALAH PETURJUS PERGISSH

HPWR
HARLA WALIIE PAJAK

R DEMEAM HURUP CETARTISETIE DENGSM TIRTA HITAM

BAGIAN A, HARTA PADS AKMIE TR

Import Data
KODE HARTA HAMA HARTA - HARGA PERTLEHAN KETERANGAN
081 - Tanah danfatau Ban~ TAMAHBANGUMAN 2011 35.000.000 [TAMAH 49 M2 § BANY
061 - Tanah dan/atau Ban~ TANAHBANGUMAN 2020 3.450.000.000 [TAMAH 315 M2 / BA
032 - Investasi Lainnya |~ ASURANSI 2021 10.380.140 FRUDENTIAL LIFE A
029 - Investasi Lainnya -] ASURAMNSI 2021 21.430.453 PRUDEMNTIAL LIFE
Tambah I | Hapus | Ouia Ka - |14 Prev I Rows 11 Ta 14 or 14
e — [ tmportoes
KODE UTANG MNAMA FEMEERI PINJAMAMN ALAMAT FEMEBER| PINJAMAN | TAHUN FEMHLAMAN JUMLAN FEMIN JLAMAN
101 - Utang Bank/Len - CIMB MIAGA AUTO FINANCE YOSYAKARTA 2021 253300000
101 - Utang Bank/Len - BSM KLATEMN JL. PEMUDA NO. 282 200 89.000.000
101 - Utang Bank/Len = MAYBANE YK JL. SUDIRMAMN MO, 48 2020 3.383.488.000
101 - Utang Bank/Len = KKB BCA S0LO 2020 131850000
JUMLAH BAGIAN B 3.837.618.000
Tambah | | Hapus | C— Rows 1 Te 4 of 4
A . CAFTAR AN ARG T A K LUARA
MAMA AMGEOTA KELUARGA LY HUSLINGAN FPEXKERJAMAM
[ ] [ ] ISTRI DOKTER
[ ] [ ] ANAK FELAJAR
Tambah I | Hapus | Ouis Kn- |2 Rows 1 Ta 2 or 2

Gambar 3. 2 Formulir 1770-1VV
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Formulir pertama yang perlu diisi adalah formulir 1770-1V. Diawali dengan

mengisi NPWP dan nama, lalu mengisi seluruh harta pada bagian a,

kewajiban atau utang bagian b, dan anggota keluarga wajib pajak pada

bagian c.

2. Formulir 1770 Lampiran I11.

BEBELIUMANY A

!
=
E1

770-11

LAMPIRAN - 11
SPT TAHUNAN PPh WAJIE PAJAK ORANG PRIBADI

= PEMOHAKILAN VAN

DIENAKAN PAJAK FINAL DAMATAL BERSIFAT Fia |
*PEMOHASILAN YAMNG TIDAK TERMASUN OBJEW PAJAK
= VAN

CIRESTTRAT JEHDERAL FAJAK

m ILAN B

PAJAK SECARA TERPISAH

TAHUN PAJAK

BELANJUTHNY A
2| 1]

[N
= )

(@ Pencatatan

[2]o0

Gl s
Y -

" Pembukuan

[ =e7 PempETIANKE [z_|

FERHATIAN  +Sonml U WENSIS DACALAH PETURJUS PERGISSH "I DEMGAN HURLF CETAKTHSETIE DEHGAM TIRTA HITAM *BER1 TARDS X DALAK KOTAK SESUA PILIAH
NFWP | |
HAMA WAJE PAsA | |
BASIAN A PERGHASLAN TARG DIKERAKAR PASSE FIHAL CAHMTAL BERSPAT FiAL
DASAR PEMOEMNAAN PPh TERUTANG
e HJEMEE PEMGHAZILAN PSR PENGHASILAN BRUTC ARepat]
i = [} [
1 BUNGA DEPCEITO, TABUNGAN, DESKONTD 384, o o
T |2URAT BERHARGA NEGARA
2. (BUNGEADISKONTO OELIGAS] 1] [i]
3 [FEMPUALAN BAHAM D1 SURSA EFEN 1] [i]
4. [HADIAH UMD 1] [i]
= PESANCITN, TUNJAMNCAN HARI TUA DAN TEBUEAN o o
T |PEMEILN YANG DIBAYAR SEKALIGUS
6. [HONCRARIUM ATAS BEEEAN APEN / AFED [+] L]
T. |PENGALEHAN HAK ATAS TANAH DANIATAU BANGURNAN (1] Li]
= BANGUNAN YARG DITERRLA DALAM RANGEA o o
- |mAmcUNMAN GUMAs BERAH
B, [SEWA ATAE TANAH DANATAL BANGUNAN 1] 0
10, |WEAHA JAEA KON TRUSCEI 1] [i]
11, |FENYALURDEALERAGEN PRODUS BSM 1] [i]
12, BUNGA SIMPANAN YANG DISAYARKAN CLEH o o
T |KOPERASI KEFADA ANGGSOTA KOPERASI
13, |PENGHASILAN DARI TRANIAKSI DERIVATIF
14. |DWIDEN V] o
15, |PEMGHAZILAN ISTERI DARI 3ATU FEMBERI KERJA B4.500.000 363.750/
15 FEMNGHASILAN LAIN YANG DIKENARAN PAJAK FINAL o o
- |DANATAL BERBIFAT FIMAL [ PrPaszs
17, |JURBLAH (1 3.2 18] 363.750
BAGLAN 0. PERGMASILAN TARG TIDAK TERMASUK ORIEK DAL
DASAR PEMNOENASN
PENGHASILAN
G SO FALAIPEMGHATILAN BRUTO
(i) ] o
1 ELANTUAN | SUMEANGAN | HIBAH 0
2 WARIZAN i
2 |BACANLASA ANGOOTA PERSEROAH KOMANDITER TIDAK A TAS SAHAM, PERSSFUTLAR,
PERELIMPULAN, FIRMA, KONGS! o
A4 [ MLAWM ASURANS! MESEHATAN, KECELAMAAN, N, DAIGURLL, BEASESV [i]
8 /]
] PEMGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASLIK QBEJER PALAK i
JUMILAK EAGREN B | JE=E [i]
BASIAN ] PAJAK BECARS TERRRAH
|PENEH-\BILP'|N NETO IETERNZUAMI YANG DIKENANAN FAJAK BECARA TERPISAH | Li]

Gambar 3. 3 Formulir 1770-111
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Pada formulir 1770 Lampiran |11, karena istri wajib pajak bekerja dan pajak
penghasilan sudah dipotong oleh pihak pemberi kerja. Wajib pajak mengisi
bagian a nomor 15 sesuai dengan penghasilan bruto yang diterima dari satu

pemberi kerja dan jumlah pajak yang terutang selama satu tahun.

3. Formulir 1770 Lampiran 1l

Formulir 1770 Lampiran Il diisi dengan daftar pemungutan PPh oleh pihak lain,
PPh yang dibayar/dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah.
Karena wajib pajak bekerja di beberapa tempat, maka seluruh daftar PPh pasal
21 yang telah dipotong/dipungut oleh tempat pemberi kerja dimasukkan ke
dalam Lampiran Il. Rincian PPh pasal 21 wajib pajak yang telah

dipotong/dibayar oleh pihak pemberi kerja sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Rincian PPh Pasal 21

Nama Pemotong PPh Pasal 21
PT KHS Rp 261.825.933
PT HC Rp 102.606.411
RSU SR Rp 55.328.335
Universitas A Rp 2.170.045
Total Rp  421.930.724
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BEBELUMNY A

2 1770-11

KEMETERAR KOARGEN A1
CARETCRAAT J EHOERAL FRIAK

FO

LAMPIRAN - Il

SPT TAHUNAN PPh WAJIE PAJAK ORANG PRIEADI

SELANJUTN I

DEFTAR PEMOTONRGANMPEMUNGUTAN FPh OLEH PIHAK LAIN,
FFh YAMG DEBAYARDIPOTORNS DI LUAR NESERI DAM
FFh DITANG SURS FENMERINTAH

w

2l2fof2]1]

a

Ann onk Do nn)
(Y i) [ ™

% (Pembusuan (@ Fencatatan

=

(<] == PemneTuLAN KE El

FERHATIAN  +SOBELUN MEMGI DACALAH PETUNJUS PERGISAH 51 DENGAN HURLF CETARTISETIK DEHGSM TIRTA HITAM BRI TARDA X DALARN KOTAK SESUA FILIAH

MFEWR [ | |

MAMA WAJIE PAAE | ] |

MAGLAN A DAF TAR FEMOTOMGAMPEMUNGLTAN PFh OLEH FISSE LMK, FP TANG DILATAR § DIFOTOMG DI LUV MOGER] DAN FPa DF TANGEUMG: FEMIRINTAH Impost Data

o | et | IR [oon | mieon | et | RS

Ll o e L L - m

T : 1.3-04-21-0] 230042021 Pasal 21 - 815,783

22, [ : 41.34:.&214: 07/D52021 Pasal 21 - 4.135.240

a3 || : ﬂra-us-m-u 14/08¢2021 Pasal 21 - 5287 948

24, || ; ﬂta-u?-z-l-u 14/0712021 Pasal 21 - 4.726.333

as. [ : E41.:3-|Jz=.-2-1-|:| 13/08/2021 Pasal 21 - 2183334

28, |[ : =41.:a-|:|saL2-|-|:| 15/0m2021 Pasal 21 - 4.454.305

a7 [ : i41.:3-10-2-14] 1471042021 Pasal 21 |- 7.948.918

| : i41.3-11-::-14] 1201112021 Pasal 21 - 8575178

ag. || : i41.3-12—2-14] 1501242021 Pasal 21 - 7.250.412

40. I i41.1-12.3::_- 31122021 Pasal 21 - 2.143.400

41 || ql I41.:&1.1)4.2-1. 28/042021 Pasal 21 M 18.750

a2 |l EI ﬁh.a_oﬁ.zm 2ame2021 Pasal 21 - 7.895
JUMLAH BAGIAN A JBA 421.930.724

Tambah

|DmKE--ﬂ | o= |

" DTF = PRa Dianggung Pa

rraivah
- Bokarn () sl dergan plifes ssbagal Berdout - 21/ 221 23 7 34 /250 DTP {Coxlch : disla T, 22 23, 24, 38, OTFY

- Fhm sarciapat kreckt Zaak ©FA Dasal 34, maes

jreish
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Gambar 3. 5 Formulir 1770-1 Halaman 1

Karena wajib pajak tidak melakukan pembukuan laporan keuangan, maka

wajib pajak tidak perlu untuk mengisi Formulir 177-1 halaman 1.
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5. Formulir 1770-1 Halaman 2

Pada Lampiran | halaman 2 Bagian B wajib pajak mengisi penghasilan neto

dari pekerjaan bebas, yaitu sebagai dokter spesialis. Pada Bagian C diisikan

jumlah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, yaitu

sebagai tenaga pengajar dan dokter umum. Berikut ini adalah rincian

pendapatan yang diterima oleh wajib pajak selama satu tahun :

Tabel 3. 4 Rincian Pendapatan Selama Satu Tahun

Sumber Penghasilan Keterangan Pendapatan

PT KHS Tenaga Ahli Rp 2.112.172.886

PT HC Tenaga Ahli Rp 1.031.709.275

RSU SR Tenaga Ahli Rp 672.782.215

Total Rp  3.816.664.376

RSU SR Dokter Umum Rp 19.969.519
Universitas A Dosen Rp 105.868.689
Total Rp 125.838.208
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Pada formulir 1770 digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus

dibayarkan. Urutan perhitungannya sebagai berikut :

1.

Menghitung jumlah penghasilan neto yang berasal dari usaha atau
pekerjaan bebas dan yang sehubungan dengan pekerjaan.

Setelah menemukan penghasilan neto, selanjutnya menentukan jumlah
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ada perbedaan jumlah PTKP
tahun 2020 sebesar Rp 112.500.000 dan tahun 2021 Rp 63.000.000.
Perbedaan terjadi karena istri wajib pajak hanya bekerja sebagai
karyawan di satu tempat kerja, maka status wajib pajak menjadi K1,
jadi PTKP yang digunakan sebesar Rp 63.000.000. Jika istri wajib
pajak bekerja di dua tempat atau memiliki usaha, maka dapat
menggunakan PTKP sebesar Rp 112.500.000.

Setelah menentukan PTKP, jumlah penghasilan neto dikurangi dengan
jumlah PTKP. Hasil pengurangan akan menjadi jumlah Penghasilan
Kena Pajak (PKP).

Lalu jumlah PKP akan dihitung menggunakan tarif sesuai pasal 17 UU
PPh untuk menemukan PPh yang terutang.

Setelah menemukan jumlah PPh yang terutang, jumlahnya akan
dikurangi dengan jumlah PPh yang dipotong oleh pihak lain yang ada
pada Formulir 1770-11 bagian a.

Hasil pengurangan PPh yang terutang dan PPh yang dipotong pihak lain

akan menjadi jumlah PPh yang harus dibayar.
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7. Jumlah PPh yang harus dibayar sendiri akan dikurangi dengan jumlah
PPh pasal 25 yang telah diangsur oleh wajib pajak setiap bulan selama
satu tahun.

8. Hasil pengurangan tersebut akan menjadi PPh yang kurang dibayar
(PPH pasal 29) yang harus dilunasi oleh wajib pajak.

Setelah pengisian formulir, wajib pajak akan melakukan verifikasi untuk

dapat mengirimkan SPT. Setelah mengirim SPT, maka prosedur pelaporan

SPT orang pribadi telah diselesaikan.
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BAB IV
Penutup
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil pembahasan yang sudah diuraikan pada Bab 111, maka dapat
disimpulkan menjadi beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaporan SPT Tahun 2020 yang dilakukan sudah sesuai dengan UU Nomor
36 Tahun 2008, namun ada kesalahan pada penentuan PTKP.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 selalu dilakukan tepat waktu dari
batas setor, hanya saja ada jumlah pembayaran yang berbeda dari jumlah
PPh yang telah dihitung pada periode sebelumnya.
3. Pada Pelaporan SPT orang pribadi Tahun 2021 sudah sesuai dengan

ketentuan yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.

4.2 Saran
Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang mungkin dapat menjadi

bahan untuk evaluasi, sebagai berikut :

1. Perbedaan penentuan PTKP akan berdampak pada jumlah pajak yang
harus dibayar, maka wajib pajak diharapkan lebih teliti.

2. Pada penyetoran PPh pasal 25 yang telah dilakukan tepat waktu, namun
karena ada perbedaan jumlah. Diharapkan wajib pajak lebih teliti ketika

pembayaran agar tidak terjadi perbedaan jumlah.
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3. Pada pelaporan SPT Tahun 2021 sudah sesuai ketentuan, maka
dipertahankan untuk pelaporan periode berikutnya agar tidak ada

kesalahan seperti tahun 2020.
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Lampiran

Lampiran 1 Surat Keterangan Magang

damirich.id
i s

PROFESSIONAL INTEGRATED BUSINESS CONSULTING COMPANY

SURAT KETERANGAN MAGANG
No: 809/IA/V1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Bakti Utami, S.Pd.

Jabatan : Direktur Opresional

Alamat : Damirich Office, Sompokan No.08 RT.01 RW.11 Margomulyo,
Seyegan, Kab.Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55561

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Helmi Fatchurachman

Asal Universitas : Universitas Islam Indonesia

Program Studi : D3 Akuntansi

Alamat Universitas : JLKaliurang 14.5 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55584

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan magang kerja di Damirich Group.
Yang bersangkutan melaksanakan magang kerja selama 4 bulan, dari tanggal 10
Februari 2022 s/d 10 Juni 2022.

Selama magang di Damirich Group, yang bersangkutan telah belajar tentang praktik
akuntansi, perpajakan dan internal audit pada perusahaan. Dan pada saat surat ini
dikeluarkan, yang bersangkutan sudah melakukan tanggung jawab serta tugas
secara baik.

Demikian surat keterangan magang ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Sleman, 18 Juli 2020

Citra Bakti Utami, S.Pd
Direktur Operasional
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Lampiran 2 Formulir 1770 Induk (Perhitungan Pajak)
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Lampiran 3 Rekap Penyetoran PPh Pasal 25

No - T - - - T
3|Maret 411125 |49E440T4CLO2KIG3 Rp 8.632.000,00 15/04/2021

4| April 411125 |22C221PHVH2TON2E Rp 8.623.000,00 15/05/2021
5|Mei 411125 |FBADD67LHMNCQJHD | Rp  8.632.000,00 15/06/2021
6|Juni 411125 |D7BTE2LVLCRI6AS5 Rp 8.632.000,00 12/07/2021

7 |Juli 411125 |A6C814EQO32GG3V] Rp 8.623.000,00 15/08/2021

8| Agustus 411125 |9EC1431DECOUKDDK Rp 8.623.000,00 13/09/2021
9|September 411125 |EB5BO80GQI4RK1IV Rp 8.623.000,00 10/10/2021
10|Oktober 411125 Rp 8.623.000,00 12/11/2021
11|November 411125 |F38530T523AD48NR Rp 8.623.000,00 12/12/2021
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